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ABSTRAK 

Fenomena perceraian dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya 

dipahami sebagai persoalan privat antara suami dan istri, tetapi juga sebagai 

masalah sosial yang menyentuh marwah keluarga besar dan kehormatan kaum. 

Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak pernah berlangsung secara sederhana dalam 

ruang hukum formal semata. Keharusan mediasi dalam proses perceraian 

sebagaimana diatur dalam hukum positif berinteraksi dengan tradisi penyelesaian 

sengketa berbasis adat yang menempatkan mamak sebagai penengah utama dalam 

struktur sosial Minangkabau. Situasi ini melahirkan dinamika sosial-hukum yang 

khas, dimana praktik mediasi di pengadilan agama tidak sepenuhnya steril dari 

pengaruh nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, 

konteks Minangkabau memberikan ruang penting untuk mengkaji bagaimana 

proses mediasi beroperasi dalam realitas pluralisme hukum. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

antropologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim 

mediator, mediator non hakim, dan agen kultural (mamak) atau tokoh adat, serta 

dilengkapi dengan dokumentasi regulasi, literatur ilmiah yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk membaca praktik 

mediasi dalam kaitannya dengan relasi sosial, struktur adat, dan kerangka hukum 

formal yang mempengaruhinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, agen kultural khususnya 

mamak memegang peran sentral dalam penyelesaian konflik rumah tangga, tidak 

hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan pelindung 

martabat kaum. Kedua, praktik mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi 

memperlihatkan adanya interaksi dan negosiasi antara norma adat, nilai agama, dan 

hukum positif, sehingga mediator kerap memadukan strategi hukum dan 

pendekatan kultural agar proses mediasi dapat diterima secara sosial. Ketiga, 

ditemukan adanya harmonisasi nilai antara adat dan hukum formal dalam 

mendorong penyelesaian damai, meskipun tetap terdapat ketegangan normatif 

ketika otoritas adat dan otoritas negara berhadapan dalam menentukan legitimasi 

akhir dalam penyelesaian sengketa. Temuan ini menegaskan bahwa mediasi di 

Bukittinggi tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga 

sebagai praktik sosial yang merefleksikan pluralisme hukum yang hidup dalam 

relasi antar sistem hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat 

adat. 

 

Kata kunci: Mediasi Perceraian, Mamak, Pluralisme Hukum; Minangkabau, 

Pengadilan Agama 
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ABSRACT 

The phenomenon of divorce within Minangkabau society is not perceived 

merely as a private matter between husband and wife but as a social issue that 

touches upon the honor (marwah) of the extended family and the dignity of the 

kaum (clan). Consequently, its resolution never occurs solely within the realm of 

formal legal mechanisms. The mandatory mediation process in divorce, as 

regulated by positive law, intersects with the customary dispute resolution tradition 

that positions the mamak (maternal uncle) as the primary mediator within 

Minangkabau social structure. This condition creates a unique socio-legal dynamic 

in which mediation practices in the Religious Courts are not entirely detached from 

the influence of customary norms and religious values embedded in society. Thus, 

the Minangkabau context offers an important domain for examining how mediation 

operates within the reality of legal pluralism. 

This research employs a qualitative method with an anthropological legal 

approach. Data were collected through in-depth interviews with judge mediators, 

non-judge mediators, and cultural agents (mamak or traditional leaders), supported 

by documentation of relevant regulations and scholarly literature aligned with the 

research focus. The analysis was carried out using a descriptive-analytical method 

to interpret mediation practices in relation to social relations, customary structures, 

and the formal legal framework influencing them. 

The findings reveal that, first, cultural agents particularly the mamak hold a 

central role in resolving domestic conflicts, functioning not only as mediators but 

also as guardians of social stability and protectors of clan honor. Second, mediation 

practices at the Bukittinggi Religious Court demonstrate ongoing interaction and 

negotiation between customary norms, religious values, and positive law, whereby 

mediators strategically integrate legal procedures with cultural approaches to ensure 

social acceptance of mediation outcomes. Third, although mediation often leads to 

harmonization between customary and formal legal norms in promoting peaceful 

settlement, normative tensions still emerge when customary authority and state 

authority confront each other in determining legitimate resolutions. These findings 

affirm that mediation in Bukittinggi cannot be understood solely as a legal 

mechanism but must also be viewed as a social practice that reflects the workings 

of legal pluralism within the settlement of family disputes in customary 

communities. 

 

Keywords: Divorce Mediation, Mamak, Legal Pluralism, Minangkabau, 

Religious Court. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa 

Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

Alīf 
Tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

ba’ B be 

ta’ T te 

ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) 

Jim J je 

ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 

Kha Kh ka dan ha 

Dal D de 

Żal Ż ze (dengan titik di atas) 

ra’ R er 

Zai Z zet 

Sin S es 

Syin Sy es dan ye 



x 

ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 

ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 

ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) 

ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) 

‘ain ‘ koma terbalik ke atas 

Gain G ge 

fa’ F ef 

Qaf Q qi 

Kaf K ka 

Lam L ‘el 

Mim M ‘em 

Nun N ‘en 

Wawu W we 

ha’ H ha 

Hamzah ‘ apostrof 

ya’ Y ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

سنة Ditulis Sunnah 

علة Ditulis ‘illah 

 

C. Ta’ Marbuṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 



xi 

لمائدةا Ditulis al-Mā’idah 

إسلامية Ditulis Islāmiyyah 

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

المذاهبمقارنة Ditulis Muqāranah al-mażāhib 

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥah Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـِ

 ḍammah Ditulis U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

إستحسان 
Ditulis ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

أنثى
Ditulis ā 

Unṡā 

3. Kasrah + yā’ mati 

العلواني
Ditulis ī 

al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu mati 

علوم
Ditulis ū 

‘Ulūm 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

غيرهم
Ditulis ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

قول
Ditulis au 

Qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

أأنتم Ditulis a’antum 

أعدت Ditulis u’iddat 

شكرتم لإن  Ditulis  la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Ada Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya 

القرآن Ditulis al- Qur’ān 

القياس Ditulis al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah  

Ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, 

dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya 

 Ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’Ditulis an-Nisā النساء
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Informasi yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

bahwa Sumatera Barat masuk dalam kelompok provinsi yang memiliki tingkat 

perceraian paling tinggi di Indonesia. Dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, 

tercatat sebanyak 27.696 kasus perceraian terjadi di wilayah Sumatera Barat.1 

Kondisi ini mencerminkan bahwa cita-cita perkawinan untuk mewujudkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seperti yang diamanatkan Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih belum terealisasi secara optimal. 

Terjadinya perceraian kadang tidak bisa terelakan, tetapi pelaksanaannya 

harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan suatu jalan yang terakhir 

ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya 

seperti mengadakan perdamaian antara suami istri, mengangkat hakam atau juru 

damai tetap tidak dapat mengendalikan keutuhan dalam rumah tangga. Maka 

permasalahan menyangkut perceraian ini harus tunduk pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.2 

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (UU No 1 tahun 1974), proses perceraian hanya bisa 

dilaksanakan di pengadilan setelah setelah upaya perdamaian ditempuh. Prosedur 

 
1 Nashir Wahyudi et al., “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab 

Perceraian (perkara), 2024,” https://www.bps.go.id/id, akses 15 juni 2025. 
2  M.Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: 

Studi atas Mekanisme Perceraian Adat,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 

3:1 (2014), hlm. 28. 
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perdamaian tersebut dikenal dengan istilah mediasi, yang menurut Pasal 1 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

(PERMA No 1 Tahun 2016) diartikan sebagai cara menyelesaikan perselisihan 

melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh seorang mediator.  

Penyelesaian sengketa secara sederhana dapat dipisahkan dalam dua 

kondisi, pertama litigasi yang merujuk pada penyelesaian melalui mekanisme 

formal di pengadilan, dan yang kedua adalah non litigasi sebagai metode 

penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.3 Proses ini biasanya akan 

dilakukan melalui cara bernegosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan 

dibantu pihak ketiga yang netral atau biasa disebut sebagai mediator untuk 

mewujudkan perdamain. 

Pasal 14 huruf (j) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa 

mediator memiliki kewajiban untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian 

terkait persoalan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berselisih. Salah satu opsi 

penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutsertakan pakar, pemuka 

agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 

26 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

Ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) tersebut, hadir sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara Pengadilan dengan pihak-pihak lain pada praktik mediasi. 

Pasal 26 ayat (1) ini, dapat pula dinyatakan sebagai bentuk upaya dari Mahkamah 

Agung dalam mengintegrasikan nilai-nilai kultural masyarakat adat dengan 

 
3 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2006), hlm. 1. 
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Pengadilan Agama, tidak terkecuali bagi kelompok etnis Minangkabau yang 

mendiami Provinsi Sumatera Barat. 

Masyarakat Minangkabau sendiri dikenal sebagai masyarakat dengan garis 

keturunun matrilineal4 dan hidup dengan asas komunalitas. Dimanan melalui garis 

keturunan matrilineal, anak yang dilahirkan akan mengikut garis atau nasab 

keluarga ibu, dan menjadi tanggung jawab dari saudara laki-laki ibu (mamak), 

bukan menjadi tanggung jawab ayah.5 Mamak ditempatkan sebagai penanggung 

jawab atau pemimpin dari keponakannya (kemenakan). Mamak bertanggung jawab 

untuk membina kemenakannya dalam bidang sosial, agama, adat, dan lain 

sebagainya.6 

Kemudian mengenai asas komunalitas, dapat dilihat dari cara mereka 

menempatkan perkawinan sebagai urusan dari kerabat, keluarga, bahkan 

masyarakat (kaum), dan bukanlah sebagai urusan pribadi. Jadi, tanggung jawab 

perkawinan menurut masyarakat Minangkabau adalah tanggung jawab bersama. 

Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, akan menjadi tanggung jawab 

bersama pula.7  

Contohnya, pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Padang 

Panjang, Sumatera Barat. Mohammad Noor dan Mochammad Sodik dalam 

 
4 Matrilineal adalah garis keturunan yang diambil dari gari ibu, baca Jeffrey Hadler, 

Sengketa Tiada Putus : Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau, ed. oleh 

Samsudin Berlian (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hlm. 8. 
5 Ali Akbar Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau 

(Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015), hlm. 77. 
6 M. Fauzan dan Rengga Satria, “Peran Mamak dalam Pembinaan Akhlak Kemenakan di 

Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman,” Journal on Education, 

Vol. 5:4 (2023), hlm. 16573.  
7 Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau, hlm. 193. 
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penelitiannya menyebutkan bahwa mediator menggunakan pendekatan kultural dan 

nilai-nilai kearifan lokal. Mediator melibatkan mamak dari kedua belah pihak yang 

berperkara pada proses mediasi. Pelibatan mamak dilakukan untuk mewujudkan 

perlindungan perempuan dan anak, karena pihak perempuan seringkali dipandang 

memiliki nilai tawar yang rendah dalam proses negosiasi.8  

Seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Noor dan 

Mochammad Sodik di atas, penulis juga melakukan wawancara bersama beberapa 

mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi mengenai keterlibatan pihak lain 

(mamak) dalam proses medisai, dan hasil wawancaranya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Salman sebagai mediator hakim mengatakan bahwa “Kalau secara 

pribadi, saya belum pernah melibatkan (mamak).”9 

Alimah aini, sebagai mediator hakim mengatakan “Belum pernah. 

Cuman, ada mediator yang melibatkan keluarga dalam mediasi, itu atas 

permintaan dari pihak yang berperkara biasanya.’’10 

Wandrizon, sebagai mediator non hakim mengatakan “Belum pernah, 

dan biasanya dalam mediasi yang kasusunya krisis rumah tangga, itu 

memang kita hanya menggali informasi atau keinginan dari para pihak, 

tidak melibatkan pihak lain.”11 

 
8 Mochammad Sodik dan Mohammad Noor, “Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal 

dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat,” dalam Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi 

Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik, ed. Euis Nurlaelawati dan Livia 

Holden (Yogyakarta: SUKA-Press, 2022), hlm. 144. 
9 Wawancara dengan Salman, Mediator hakim, Bukittinggi, 25 Juli 2025. 
10 Wawancara dengan Alimah Aini, Mediator hakim, Bukittinggi, 12 Agustus 2025. 
11 Wawancara dengan Wandrizon, Mediator non hakim, Bukittinggi, 5 Agustus 2025 
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Zulhendra, sebagai mediator non hakim mengatakan “Kalau dalam 

kasus perceraian, belum pernah. Hanya pernah melibatkan anak dan 

orang tua.”12 

Fauzan Azim sebagai mediator non hakim mengatakan “kalau 

melibatkan mamak belum pernah, tapi kalau untuk menyarankan, 

pernah”.13 

Berdasarkan data di atas, terjadi perbedaan antara praktik mediasi di 

Pengadilan Agama Padang Panjang dengan apa yang Pengadilan Agama 

Bukittinggi lakukan, dimana mediator pada pengadilan Agama Padang Panjang 

melibatkan salah satu agen kultural masyarakat yang dalam hal ini adalah mamak 

dalam proses mediasinya. Akan tetapi, berbeda dengan mediasi di Pengadilan 

Agama Bukittinggi, sebab tidak satupun mediator yang melibatkan agen kultural 

dalam proses mediasi yang mereka lakukan. 

Selanjutnya jika dilihat dari laporan tahunan Pengadilan Agama 

Bukittinggi tahun 2024, dari 145 perkara yang dimediasi, sebanyak 104 perkara 

mencapai hasil positif, baik berhasil sebahagian maupun berhasil dengan 

pencabutan perkara. Keberhasilan ini melibatkan 12 mediator yang terdiri dari 3 

mediator non hakim dan 9 mediator hakim. Kontribusi dari mediator non hakim 

mencapai 49 perkara terselesaikan, sementara mediator hakim berhasil 

 
12 Wawancara dengan, Zulhendra Mediator non hakim, Bukittinggi, 4 Agustus 2025 
13 Wawancara dengan Fauzan Azim, Mediator non hakim, Bukittinggi, 5 Agustus 2025 
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menyelesaikan 56 perkara. Sementara 40 perkara lainnya tidak mencapai 

kesepakatan melalui proses mediasi.14 

Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian ini akan melihat lebih jauah 

bagaiamana sebenarnya bentuk interaksi di antara norma adat, agama dan hukum 

formal dalam upaya penyelesaian sengketa keluarga dalam masyarakat 

Minangkabau di Bukittinggi. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa 

perkawinan bagi masyarakat Minangkabau telah ditempatkan sebagai urusan 

bersama, dan perselisihan suami istri yang dijadikan pula sebagai bagian dari 

urusan bersama. Kemudian Pasal 26 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 yang juga 

telah memberikan peluang untuk melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi yang 

dilakukan guna mewujudkan mediasi yang berdaya guna. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan gambaran tersebut, yang menjadi rumusan pertanyaan 

penelitan adalah: 

1. Bagaimana peran agen kultural dalam proses mediasi perceraian 

masyarakat Minangkabau di Bukittinggi? 

2. Bagaimana interaksi antara norma adat, agama dan hukum positif dalam 

proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi? 

3. Bagaimana potensi konflik atau harmonisasi antara norma adat dan 

norma formal dalam proses mediasi perceraian di Bukittinggi? 

 

 
14 Pengadilan Agama Bukittinggi, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024” (Bukittinggi, 

2024), hlm. 27-34. 
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C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran 

Agen kultural seperti mamak atau tokoh adat dalam proses mediasi 

perceraian, termasuk kapan dan bagaimana peran tersebut muncul dalam 

praktik mediasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dinamika interaksi 

antara nilai-nilai adat, ajaran agama, dan ketentuan hukum positif selama 

proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, serta 

menganalisis bagaimana potensi terjadinya konflik maupun harmonisasi 

antara sistem hukum. 

2. Kegunaan  

Penelitian ini akan berguna untuk memperkaya studi antropologi 

hukum, khususnya dalam konteks pluralisme hukum dan interaksi antara 

hukum formal dengan sistem norma adat dalam penyelesaian sengketa 

keluarga. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik 

dalam mengkaji dan memahami isu-isu terkait hukum keluarga, khususnya 

yang berhubungan dengan praktik mediasi dalam kasus perceraian di 

lingkungan masyarakat adat. 

D. Telaah Pustaka 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Faizah Erlina (2020); Riska 

Amelia, (2023); Ria Zaitullah, (2020); Baitur Rohman, (2022); Haeratun, (2022) 

dan Ayub Wahidun, (2022) telah teridentifikasi faktor-faktor yeng sering menjadi 

penyebab ketidakefektifan proses mediasi di pengadilan, faktor tersebut adalah 
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keberadaan mediator non hakim yang masih minim, mediasi hanya dilakukan 

sebagai bentuk formalitas, ketidak jujuran para pihak dalam proses mediasi, dan 

tingginya egoisme para pihak.15 

Khoirul Anam, (2021) meneliti strategi mediator dalam upaya mencegah 

perceraian, di antaranya dengan menggunakan pendekatan psikologis (mengenang 

momen romantis, melibatkan anak atau orang tua) dan pendekatan agama. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan 

oleh mediator belum maksimal dalam mencegah terjadinya perceraian.16 Al Fadili 

dan Mahfudz Sidiq, (2019) memperkaya diskusi ini dengan mengenalkan metode 

family counseling yang melibatkan tenaga profesional dengan pendekatan problem 

solving approach. Melalui penelitian ini, dijelaska bahwa perlu pihak eksternal 

seperti lembaga konseling keluarga yang dilibatkan dalam penyelesaian persoalan 

keluarga.17 

Sedangkan Nofiardi, (2018) menjelaskan bahwa dalam penyelesaian 

sengketa diantara kemenakan, dengan melibatkan dan mengikutsertakan mamak 

 
15 Faizah Erlina Wulandari dan Hoirun Nisak, “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama 

Gresik,” Ma’mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 1:6 (2020), hlm. 162–85; Riska 

Amelia dan Septi Indrawati, “Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian ( 

Studi Kasus Pengadilan Agama Purworejo ),” Eksaminasi : Jurnal Hukum, Vol. 3:1 (2023), hlm. 52–

67; Ria Zaitullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Menurut Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) No . 1 Tahun 2016,” Al-Manhaj: Journal of 

Indonesian Islamic Family Law, Vol. 2:2 (2020), hlm. 142–57; Baitur Rohman dan Mochammad 

Agus Rachmatulloh, “Effectiveness Of Mediation In Preventing Divorce In The Land Of Papua,” 

Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), Vol. 4:2 (30 Desember 2022), hlm. 229–248; Ayub 

Wahidun Muntholib, “Problems of Mediation by Judges Against Divorce Cases in Gorontalo 

Religious Court Class 1A,” Estudiante Law Journal, Vol. 3:2 (11 Agustus 2022), hlm. 260–268; 

Haeratun dan Fatahullah, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian 

di Pengadilan Agama,” Batulis Civil Law Review, Vol. 3:1 (2022), hlm. 29. 
16 Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,” 

Jurnal Hukum: Yustitiabelen, Vol. 7:1 (2021), hlm. 115–127.  
17 Al Fadili dan Mahfudz Sidiq, “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi 

Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling,” An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan dan 

Keislaman, Vol. 12:1 (2019), hlm.  1–21. 
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merupkan cara terbaik dalam menyelesaikan persoalan tersebut, tidak terkecuali 

dalam persoalan rumah tangga. Pemaksimalan kembali fungsi mamak dalam 

penyelesaian konfli rumah tangga juga akan memperbesar kemungkinan untuk 

keluarga tersebut kembali rukun.18 Mohammad Noor dan Mochammad Sodik, 

(2022)19 dalam penelitiannya, juga menjelaskan bahwa pendekatan kultural dan 

pengadaptasian nilai-nilai kearifan lokal dalam mediasi di Pengadilan Agama 

Padang Panjang, berhasil mewujudkan perdamaian. Pendekatan kultural ini 

dilakukann untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak. 

Penelitian-penelitian di atas adalah penelitian yang telah dilakukan dengan 

metode-metode yang beragam, dan penelitian ini akan menampilakan warna 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis posisi dan 

peran mamak sebagai agen kultural dalam konteks mediasi sengketa rumah tangga, 

serta mengidentifikasi dan mengeksplorasi interaksi antara norma adat, agama, dan 

hukum positif dalam praktik mediasi pada masyarakat Minangkabau di Bukittinggi. 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini menggunakan teori The Living Law yang dikembangkan oleh 

Eugen Ehrlich dan teori Pluralisme Hukumnya Jhon Griffiths. Melalui teori living 

law (hukum yang hidup), Konsep living law merujuk pada norma-norma sosial 

yang secara faktual hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat, meskipun 

tidak selalu dikodifikasikan dalam bentuk hukum tertulis. Pusat gravitasi 

 
18 Nofiardi, “Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian 

Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata 

Sosial, Vol. 13:1 (2018), hlm.  49–72. 
19 Mohammad Noor, Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek 

Pengadilan Agama di Sumatera Barat, hlm. 114–146. 
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perkembangan hukum bukan terletak pada legislasi, ilmu hukum, atau keputusan 

yudisial, melainkan pada masyarakat itu sendiri.20 

Living law bersumber dari tatanan batin asosiasi sosial (inner order of the 

social associations) Asosiasi-asosiasi ini dapat berupa keluarga, komunitas, dan 

sistem ekonomi. Hukum yang hidup ini akan memastikan interaksi sosial 

masyarakat berjalan dengan tertib, sebab karena hubungan sosial membuat individu 

mematuhi kewajiban mereka.21 Dalam pandangan Ehrlich, kekuatan dan 

instrumentalitas norma berada dalam jejaring ekspektasi refleksif masyarakat. 

Efektivitas hukum terletak pada kenyataan bahwa norma-norma tersebut secara 

umum ditaati karena hubungan sosial membuat orang melakukannya, bukan karena 

rasa takut terhadap sanksi negara.22 

Kemudian mengenai konsep pluralisme hukum, Griffiths menyebut 

pluralisme hukum sebagai “the presence in a social field of more than one legal 

order” yaitu kehadiran lebih dari satu sistem hukum dalam satu ruang sosial. 

Griffiths memandangnya sebagai fakta empiris yang hadir dalam hampir semua 

masyarakat, termasuk masyarakat modern. Teori ini muncul sebagai bentuk kritikan 

terhadap paradigma sentralisme hukum, Griffiths mengatakan bahwa “Legal 

pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion”.23 

Griffiths kemudian juga membedakan bentuk pluralisme hukum: “weak 

legal pluralism” ('pluralisme hukum lemah) dan “strong legal pluralism” 

 
20 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, trans. Walter L. Moll 

(Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 390. 
21 Ibid., hlm. 497. 
22 Ibid., hlm. 61.  
23 John Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” The Journal of Legal Pluralism and 

Unofficial Law, Vol. 18:24 (1 Januari 1986), hlm. 1–2.  
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(pluralisme hukum kuat). Pluralisme hukum lemah mengacu pada kondisi di mana 

negara mengakui keberadaan sistem hukum lain, tetapi tetap menempatkan hukum 

negara pada posisi yang mendominasi. Sementara itu, pluralisme hukum kuat 

menggambarkan situasi di mana beragam sistem hukum beroperasi secara mandiri 

dan sederajat, tanpa adanya hierarki atau dominasi di antara mereka.24 

Berpijak pada konsep "bidang sosial semi-otonom" (semi-autonomous 

social fields) yang dikemukakan Sally Falk Moore, Griffiths mengidentifikasi 

bahwasannya setiap kelompok mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan 

menegakkan aturan-aturannya secara mandiri. Bidang sosial semi-otonom ini dapat 

berupa komunitas adat, kelompok masyarakat atau kelompok keagamaan, yang 

masing-masing memiliki sistem hukum sendiri namun tetap terhubung dan 

dipengaruhi oleh sistem normatif lainnya. Melalui konsep ini, Griffiths 

menekankan bahwa hukum bukan hanya sebagai produk negara, tetapi sebagai 

fenomena sosial yang muncul dan beroperasi dalam berbagai konteks masyarakat.25 

Dalam konteks penelitian ini, teori living law Ehrlich dan pluralisme 

hukumnya Griffiths menawarkan kerangka analitis yang tepat untuk memahami 

interaksi antara norma adat Minangkabau, hukum Islam, dan hukum positif dalam 

proses mediasi perceraian di Bukittinggi. Masyarakat Minangkabau, dengan sistem 

sosialnya, dapat dipandang sebagai bidang sosial semi-otonom yang memiliki 

sistem hukumnya sendiri. Ketika anggota masyarakat Minangkabau menghadapi 

 
24 Ibid., hlm. 6–10. 
25 Ibid., hlm. 29–38. 
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proses perceraian, mereka berada pada persinggungan antara sistem hukum yang 

berbeda tetapi saling terhubung. 

Pembedaan yang dilakukan oleh Griffiths antara pluralisme hukum lemah 

dan kuat menyediakan kerangka untuk menganalisis apakah integrasi norma adat 

dalam proses mediasi formal merupakan bentuk subordinasi, di mana norma adat 

hanya diakui sebagai formalitas, atau representasi dari pluralisme yang lebih 

substantif, di mana kedua sistem beroperasi secara sejajar. Analisis ini penting 

untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama, sebagai institusi formal, 

menegosiasikan keberadaan sistem adat dalam praktik mediasi perceraian. 

Penelitian ini juga akan menganalisis apakah terjadi konflik atau 

harmonisasi antara sistem hukum yang berbeda ini, dan bagaimana konflik tersebut 

dinegosiasikan oleh pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan untuk 

memahami bahwa meskipun mediasi perceraian secara formal merupakan bagian 

dari proses hukum negara, dalam praktiknya ia dapat dipengaruhi oleh norma-

norma sosial dan kultural yang beragam. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian 

yang bertujuan menggambarkan kondisi, karakteristik, atau esensi nilai dari 

suatu objek atau fenomena tertentu.26 Metode ini digunakan untuk 

 
26 Ahmad Busyrol Karim dan Sahur Ramsay, “Granting Permission for Registering 

Interfaith Marriage in Indonesia; The Marriage Law and The Human Rights Law Perspective,” 

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 13:1 (2024), hlm. 67. 
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mendapatkan data yang mendalam.27 Untuk mendapatkan data, peneliti akan 

turun langsung ke lapangan. Dengan penelitian kualitaif peneliti akan 

mendalami bagaimana norma adat, agama, dan hukum positif saling 

berinteraksi dalam proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di 

Bukittinggi. 

2. Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropolgi hukum untuk 

memahami cara hukum berfungsi dalam konteks sosial. Pendekatan ini 

memungkinkan untuk dilakukannya pengeksplorasian tentang bagaimana 

hukum berfungsi sebagai mekanisme social control (instrumen pengendali 

sosial) melalui norma-norma adat maupun sebagai social order (sarana 

penjaga keteraturan sosial)28 yang melekat dalam struktur kekerabatan 

matrilineal masyarakat Minangkabau. Hal ini memungkinkan peneliti 

mengeksplorasi interaksi antara hukum dengan realitas sosial dalam 

kehidupan masyaraka.29 

3. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yakni data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber langsung 

seperti mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bukittinggi serta para 

agen kultural seperti mamak dan tokoh adat dalam masyarakat Minangkabau. 

 
27 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (ed).  Patta Rapanna, cet. ke 1 

(Makasar: CV. syakir Media Press, 2021), hlm. 79–81. 
28 Tajul Arifin, Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Peneribitan UIN 

Sunan Gunung Djati, 2016), hlm. 20. 
29 Ibid., hlm. 28. 
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Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur seperti buku, 

jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa teknik, antara 

lain: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi. Tanya jawab dilakukan 

dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian sebagai salah satu 

cara mengumpulkan data.30 Proses wawancara ini akan dijalankan dengan 

melibatkan mediator Pengadilan Agama Bukittinggi serta agen kultural 

dari masyarakat Minangkabau. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dimanfaatkan dalam penelitian ini guna 

menghimpun data-data yang telah ada sebelumnya.31 Seperti: laporan 

tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi. Dokumen yang diperoleh ini 

kemudian akan digunakan untuk melengkapi data penelitian.  

5. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini, akan dilakukan dengan metode 

deskriptif analitis, dengan memberikan gambaran jelas dan mendalam 

mengenai perilaku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, 

 
30 Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 143. 
31 Ibid., hlm. 149. 



15 

 
 

mengidentifikasi kebenaran yang terkandung di dalamnya, kemudian 

melakukan analisis yang mendalam dengan memperhatikan kualitas, 

relevansi data yang dikumpulkan dengan penelitian yang dilakukan.32 

G. Sistematika Pembahasan 

Rancangan tesis ini dibagi ke dalam lima bab agar tersusun secara 

sistematis, masing-masing bab membahas beberapa sub bab yang akan memberi 

penjelasan materi terhadap penelitian ini.  

Bab I membahas latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literarur review, Kemudian 

metode penelitian. 

Bab II membahas mengenai konsep mediasi dari sisi hukum Islam, hukum 

adat dan hukum positif di Indonesia. mediasi akan dijelaskan secara meyeluruh, 

mulai dari pengertian, dasar hukum, proses, tujuan dan fungsi mediasi.   

Bab III menyajikan data-data yang relevan sebagai dasar analisis untuk 

Bab IV, mulai dari membahas mengenai peran seorang mamak sebagai agen kultural 

masyarakat Minangkabau dalam proses mediasi, bentuk praktik mediasi di 

Pengadilan Agama Bukittinggi, serta dinamika pelibatan mamak dalam praktik 

mediasi perceraian. 

Bab IV menganalisis peran mamak dalam penyelesaian sengketa 

perceraian melalui mediasi, kemudian menganalis interaksi antara norma adat, 

agama, dan hukum positif dalam ruang mediasi perceraian masyarakat 

 
32 Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 114. 
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Minangkabau. Bab ini juga mengkaji bentuk-bentuk harmonisasi maupun konflik 

yang terjadi, serta menelaah bagaimana pluralisme hukum berperan dalam praktik 

mediasi tersebut. 

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang akan 

diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik 

mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, dapat disimpulkan 

bahwa dinamika mediasi di wilayah ini memperlihatkan pertemuan yang kompleks 

antara adat, agama, dan hukum negara dalam satu ruang sosial yang hidup. Melalui 

pendekatan kualitatif dengan pembacaan mendalam terhadap praktik sosial dan 

hasil wawancara dengan berbagai aktor kunci, kesimpulan dari penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut:  

Pertama, terkait peran agen kultural dalam proses mediasi perceraian 

masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, penelitian ini menemukan bahwa figur 

mamak masih berperan penting mengatur ritme dan arah penyelesaian konflik 

rumah tangga. Mamak tidak sekadar bertindak sebagai penengah, tetapi juga 

sebagai penjaga marwah kaum dan pemelihara keseimbangan moral dalam 

keluarga. Melalui otoritas genealogis dan legitimasi sosialnya, mamak menjalankan 

fungsi preventif dan kuratif dalam konflik, mulai dari upaya mendamaikan 

pasangan hingga memastikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap 

dihormati. Peran ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa di tingkat lokal 

tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial adat yang menempatkan kehormatan 

keluarga dan keseimbangan relasi sosial di atas kepentingan individu. Kehadiran 

mamak menunjukkan bahwa proses perdamaian di masyarakat masih berlangsung 
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dalam nilai-nilai adat yang dihidupi. Mamak tidak hanya menjadi simbol tradisi, 

tetapi juga pihak yang menjaga keberlanjutan tatanan sosial Minangkabau. 

Kedua, berkenaan dengan interaksi antara norma adat, agama, dan hukum 

positif dalam proses mediasi di Bukittinggi, penelitian ini menunjukkan bahwa 

ketiga sistem norma tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan berinteraksi 

melalui mekanisme adaptasi dan negosiasi yang dinamis. Norma adat dengan 

prinsip musyawarah bajanjang naiak, batanggo turun dan nilai kolektifitas yang 

berakar pada rasa malu, saling berinteraksi dengan prinsip islah dalam Islam dan 

prosedur mediasi yang diatur oleh hukum negara. Proses mediasi di Pengadilan 

Agama memperlihatkan adanya transformasi nilai, di mana mediator formal sering 

kali menginternalisasi kearifan lokal untuk mendekatkan para pihak yang 

berkonflik. Para mediator memahami bahwa bagi masyarakat Minangkabau, 

perceraian bukan semata urusan hukum, melainkan peristiwa sosial yang 

menyangkut kehormatan dua kaum. Kesadaran ini mendorong pendekatan mediasi 

yang lebih komunikatif dan kontekstual, menyesuaikan bahasa hukum dengan nilai 

sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum positif di 

Bukittinggi juga tidak berjalan sebagai entitas yang steril, melainkan menyerap dan 

menyesuaikan diri dengan struktur nilai lokal agar memperoleh legitimasi sosial. 

Ketiga, terkait potensi konflik dan harmonisasi antar sistem hukum dalam 

proses mediasi di Bukittinggi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar 

sistem hukum tersebut bersifat dialektis, yakni saling melengkapi sekaligus 

berpotensi menimbulkan ketegangan. Di satu sisi, hukum adat dan agama 

mempertahankan otonomi moralnya melalui sistem nilai yang telah mengakar kuat 
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dalam kesadaran kolektif masyarakat. Di sisi lain, hukum negara menuntut 

standarisasi dan proseduralitas yang mengutamakan keadilan formal. Ketegangan 

ini muncul, misalnya, ketika masyarakat adat lebih memilih penyelesaian melalui 

mekanisme adat dengan bantuan mamak untuk menjaga kehormatan kaum, 

sementara negara menekankan keabsahan hukum melalui mediasi di pengadilan. 

Meskipun demikian, potensi konflik ini justru menandakan keberlangsungan 

pluralisme hukum yang hidup di masyarakat Bukittinggi, di mana ketiga sistem 

hukum saling bernegosiasi dan menyesuaikan diri tanpa menghapus eksistensi satu 

sama lain. Dalam konteks ini, harmonisasi tidak berarti penyeragaman, tetapi 

keseimbangan yang dicapai melalui pengakuan terhadap keberagaman norma dan 

otoritas sosial yang berjalan sejajar. 

B. Saran-saran 

Kepada para mediator Pengadilan Agama, disarankan untuk terus 

memperkuat kecakapan mediasi yang sensitif terhadap budaya lokal. Mediator 

perlu mengintegrasikan pendekatan komunikasi persuasif berbasis nilai budaya 

tanpa mengesampingkan prinsip keadilan substantif. Pelatihan mediasi berbasis 

sosio-kultural diharapkan menjadi bagian dari program peningkatan kompetensi 

mediator. 

Kepada agen kultural seperti mamak, tokoh adat dan lembaga adat di 

Bukittinggi, diharapkan agar peran sosial kulturalnya dalam menjaga ketahanan 

keluarga tetap dijalankan secara proporsional dan selaras dengan prinsip 

kemaslahatan. Mamak sebagai pemimpin kultural keluarga Minangkabau 

hendaknya tetap menjalankan fungsi edukatif dan preventif dalam penyelesaian 
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konflik rumah tangga, agar penyelesaian konflik melalui instrumen adat dapat 

berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan 

hak-hak dasar para pihak. 

Kepada pemerintah daerah dan lembaga penyuluhan masyarakat, 

disarankan untuk menyusun program pendampingan keluarga berbasis nilai lokal 

(local wisdom) sebagai upaya pencegahan perceraian. Program edukasi ketahanan 

keluarga yang mengintegrasikan nilai adat Minangkabau, prinsip keagamaan, dan 

pemahaman dasar hukum keluarga Islam perlu diperluas melalui kerja sama lintas 

kelembagaan seperti KUA, lembaga adat, dan Pengadilan Agama. Dengan 

demikian, mediasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian konflik pada saat 

sengketa terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang mendorong 

ketahanan keluarga jangka panjang. 

Kepada peneliti selanjutnya, diharapakn agar dapat secara lebih mendalam 

menelaah efektivitas mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat dalam penyelesaian 

sengketa rumah tangga, dengan menempatkan efektivitas tidak semata diukur dari 

tercapainya kesepakatan formal atau keberhasilan mencegah perceraian, tetapi juga 

dari keberlanjutan relasi sosial, pemulihan keseimbangan moral, serta tingkat 

kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan. Pendekatan ini penting 

untuk menangkap dimensi substantif dari mediasi adat yang sering kali tidak 

terakomodasi dalam indikator efektivitas hukum formal. 
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